Lampiran
Tentang

Nomor

: Peraturan Walikota Manado
: Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado

Tanggal

STANDAR PELAYANAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

9.

10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelengaraan Penataan Ruang;

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034;
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Penyelengaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Manado;

Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-
PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Manado;

Keputusan Walikota Manado Nomor 151/KEP/D.21/PEMDAL-
PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Manado.

Persyaratan
Pelayanan

el S

Fotocopy Akte Perusahaan
Fotocopy KTP

Fotocopy Sertifikat Tanah
Site Plan

Sistem,
mekanisme,
dan prosedur

PROSEDUR PELAYANAN IZIN
Pemohon membawa berkas
Jika sudah lengkap, mendapatkan bukti registrasi
Menunggu untuk diproses(Menandatangani BAP dan Surat
Pemyataan)
Menunggu untuk Pengambilan Izin

Jangka waktu
penyelesaian

3 Hari Kerja

Biaya/tarif

Tidak ada




0. Produk SK Kepala DPMPTSP Kota Manado tentang Izin Peruntukan
pelayanan Penggunaan Tanah
7. Sarana, Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi
prasarana, kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Intemet, ATK,
dan/atau Cetakan, meteran, kamera, kendaraan operasional untuk survey.
fasilitas
8. Kompetensi - Memahami Teknis Izin
Pelaksana - Mampu mengoperasikan Komputer
- Mampu bekerja dalam Tim
- Telah mengikuti Training Service Excellent
9. Pengawasan a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
intemal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang
c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan
sanksi secara kontinyu dan konsisten
10. | Penanganan + Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan:
pengaduan, - Pengaduan langsung
saran, dan - Melalui Kotak Saran
masukan - Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11. | Jumlah - Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang
pelaksana - Verifikator Dokumen Izin 1 Orang
- Registrasi 2 orang
- Back office 3 orang
12. | Jaminan - Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam
pelayanan pemberian Izin.
13. | Jaminan e Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan
keamanan Asli serta memakai kode khusus.
produk
14. | Evaluasi o Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana
kinerja akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian
Pelaksana dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa
mendatang.
15. | Masa Berlaku Tetap
Izin
16 Jam Pelayanan | ¢ Senin — Kamis : 08.00 - 16.00 WIB

e Jumat : 08.00-11.00 WIB




